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PENETAPAN
Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkaranya:
Masiah binti Badri, umur 5Qe=SRtm agarios pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Pej# Ma ﬁ‘\‘\ Sarungan RT. 09 RW.

02Desa goaerte \

upe¥en Sumbawa, yang
NU%HIBAN, SH., &

Wadvokat, yang
é; p Kecamatan

J

Setelah menj ngark AN Pemohon dan memerlksa bukti-bukti dipergfdangan;

D@K_PER@&%}

-'E‘f.-:._l L[5

S i.v' surat permohon

Nomor 109/Pdt.P/2020/PAs oML 1k al-hal sebagal berikut :
1. Bahwa Pemohon telah meTiies

Mihtar Berik Bin Brik Hasan pada tanggal 8 Desember 2001,
berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA kecamatan Plampang
Nomor : 399/23/XI11/2001 (terlampir);
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2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Mihtar Berik Bin
Brik Hasan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 2 orang anak.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kedua yang bernama :
YUNTI YULIANA BINTI MIHTAR BRIK, Tempat/tanggal lahir :17 Agustus
2004, umur 15 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
RT. 02 RW. 02 Dusun Tiu sarungan Desa Maronge Kecamatan Maronge

, Kabupaten Sumbawa;

dangan yang
sia bagi anak

pernikahan.

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan meskipun belum
mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap
untuk menjadi seorang Istri dan menjadi seorang Ibu rumah tangga dan
dan begitu pula sebaliknya calon suami anak Pemohon juga sudah
mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) per bulan;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak
Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten
Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk
melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana
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disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor
41/KUA.18.04/13/PW.01/3/2020 , tanggal 30 Maret 2020.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Sumbawa Besar Cg. Majelis Hakim yang terhormat berkenan
menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

2. Menetapkan, A o\ S , Pemohon untuk
menikahkan g ' O A BINTI MIHTAR

4,

menasehati Pemohon agar bersabar-rmertinggu sampai anak perempuannya
cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya untuk didengar
keterangannya :
YUNTI YULIANA BINTI MIHTAR BRIK, Tempat/tanggal lahir :17 Agustus 2004,
agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Dusun
Tiu sarungan Desa Maronge Kecamatan Maronge, Kabupaten

Sumbawa, menerangkan yang pada pokoknya;
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- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 17 Agustus 2004;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Aminudin,

umur 17 tahun;

- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan
mencintainya, serta sudah melakukan hubungan badan sampai hamil ;

- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki

tersebut,;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mihtar Brik, yang telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunti Yuliana, yang telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten
Sumbawa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

dan bermeterai cukup, kode P.6;
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Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi
masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:

1. Mujiburrahman bin Abdul Mutolib, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Yuliana karena saksi
bertetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Yuliana adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Yuliana bernama Aminudin;

- Bahwa Pemohon akan menikz naknya dengan calon suaminya

- Bahwa afitdkl Yuli i sudah saling
mencintai | fibungan badan

- Bahwa menurut p- amatafSdis ianas#€lah siap untuk berumah
tangga dengan 'n=----=r- gga yang baik;
2. Mustiadi bin Rumasih, menerangkan pada pokoknya;
- Bahwa saksi adalah anak Pemohon dan kenal dengan Yuliana karena

adik saksi;

- Bahwa hubungan Yuliana dengan calon suaminya sudah sangat erat

dan tidak bisa dipisahkan lagi;

- Bahwa antara Yuliana dan calon suaminya tersebut sudah saling
mencintai dan menurut pengakuannya sudah berhubungan badan dan

hamil;
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Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya
tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Maronge, akan tetapi ditolak karena Yuliana

belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa antara Yuliana dengan calon suaminya tidak ada hubungan
mahram sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum

yang berlaku;

Bahwa sqlasiifinya Pglll S j Wesimpilan tetap pada
permohonanya | |
Bahwa u ‘ nnalf ditunjuk Berita
Acara Sidang p _'- sahkan dengan
penetapan ini;

K
. — o
" .-:.E&, J— '\.'T.' .-"r

Menimbang, bahw Ul pnefiohonan Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaima"

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa
Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Yunti Yuliana dengan
calon suaminya yang bernama Aminudin, karena antara keduanya telah
bertunangan dan berhubungan badan sampai hamil yang sangat mendesak
untuk segera dinikahkan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maronge karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1 s.d. P.6 dan 2 (dua) orang saksi,
yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;
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Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas
resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa
Pemohon sebagai principal dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2, adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan
bahwa Masiah dengan Mihtar Brik adalah suami isteri sah

Bahwa bukti P.3 adalah Keterangan Kematian yang berisi keterangan
bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa bukti P.4, adalah Kulipa ta Kelahiran, yang membuktikan

Yunti Yuliana  sg¢kakghg|dalam Wil
[ IFG.I.I:I& wa 2 (Y ) emohon, telah
memberikan ketd HH yang bersesual ing k n kapi, keterangan

saksi-saksi tersey

penglihatan " pasal 309 RBg,
keterangan saksi-saks - [ ]

i , i W oy L] tl_t sebut dihubungkan dengan
keterangaan dibawah sumph" k 'aka diperoleh fakta-fakta

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan
anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, yang
kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum

mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 2004;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah demikian
eratnya, sudah melakukan hubungan badan dan hamil, sehingga jika tidak
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segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan perbuatan dosa terus

menerus;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan
untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan

persetujuannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;
Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka

Bahwa anal -sama beragama
islam, keduanya tj texikat pertunangan
dengan orang lai .'om ;

Bahwa m beru I:ﬂ.bll fahun, tetapi ia
tampak dewasa aEEu ungan lah sedemikian
eratnya sampd %hlmn sehmgga

0 N
agama berkelanjutdR ji q k seg{éhra dlnlkat}&an
.E, am i hé‘it'rh!-"—"ﬁ/la]ell 7

o

Artinya: "Menolak atau menghindarkan oarn suatu kemadharatan itu hendaklah
lebih diutamakan dari menarik keuntungan”.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat lebih bermanfaat jika memberikan
dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Yunti Yuliana)
dengan calon suaminya (Aminudin), oleh karenanya, maka permohonan
Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk
menikahkan anaknya, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan dan
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mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan sesuai
ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perudangan dan hukum syara, yang

berkaitan dengan perkara ini;

3. mencatat
| Kantor Urusan
4 ra ini sejumlah
'. pu'l enam ri
1*%%”6 o _
Demikian pene¥pan i uatuhkan pada g anggal 11 Mei 2020
Masehi yang bertepatan 441 H, oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama iri dari H. Akhmad

Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majeli, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI.,
M.E.I dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I.,M.S.l masing-masing sebagai
hakim anggota, dengan dibantu oleh Subhan, S.H.l., sebagai Panitera
Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
H. M. Yudha Teguh Nugroho, S.H.l, M.E.I H. Akhmad Junaedi, S.H.
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ttd
Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.
S.E.lLM.S.L

Panitera Pengganti

ttd
Subhan, S.H.I.

Perincian biaya perkara:
1 Pendaftaran

30.000

Proses 50.000

2

3 Panggilan&P

BP

4 Redaksi 10.000

5 Meterai 6.000

Jumlah 96.000

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.
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